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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemersiksaan Peagelola=
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkant lainnyva. Bed=
Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemenintah Kabupz=n
Muna Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) vang dimua dalem
Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 30. A/LHP/XIX. KDR/05/2024 tanggal 27 Mei 2024,

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangen bebes dan
salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendelian miemn
dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan vang bapengzruh
langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemerikszzn yang dilakuken
BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapa: aas efektiviizss ase=
pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perzturen perundang-=deng=
Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketdakpamhen terhadsp
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemerksazn Leporen Keuzzngs=a
Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebaga bersz=t

1. Kesalahan klasifikasi anggaran Belanja senilai RpS.47 Miliar yang dizni=enye Belania
Modal dianggarkan pada Belanja Barang den Jasa. Belanja Bze=ig d= less
dianggarkan pada Belanja Modal, dan Belanja Modal yang dianggerkan tdzk sese=
dengan Aset Tetap yang dihasilkan. Hal ini mengakibatkan szlah sgi realisas peda
Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada LRA:

[

Ketidakmampuan Keuangan Daerah dalam Membiayal Kegiatan Tzhun 2023 berzpe

SiLPA mumi yang bernilai negatif dan melebihi batas meksimal defisit APBD ye=3

didukung dengan penganggaran PAD tidak rasional dan penetapan sumber d== pade

penganggaran Belanja tidak tepat. Hal ini mengakibatkan umbulnya Uteng Beizmia

yang membebani APBD Tahun 2024 dan terganggunya mangjemen kas peda Rekenmg

Kas Umum Daerah: dan

3. Kekurangan volume atas 18 Paket Pekerjaan Jalan, Ingasi, dan Jarningan padz Dmas
PUPR senilar Rp3,16 Miliar yang mengakibatkan potens: kelebihen pembeyaren se=iz
Rp3,16 Miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekonrendastkan kepedz Bepaz

Muna antara lain agar memerintahkan:

1. a TAPD supaya lebih cermat dalam melaksanakan verifikas RKA dan OPD
dengan semestinya:
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b Kepala BKAD supaya menginstruksikan Kepala Bidang Anggaran BKAD untuk
lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian, verifikasi, dan evaluasi
anggaran belanja dengan semestinya,

¢ Kepala OPD terkait supaya lebih cermat menganggarkan Belanja Barang dan

Jasa sesuai ketentuan dan Belanja Modal sesuai dengan Aset Tetap yang
dihasilkan dengan semestinya;

tJ

TAPD dan Badan Anggaran DPRD untuk menganggarkan Pendapatan Asli Daerah
secara rasional dan menetapkan sumber dana Belanja Daerah secara tepat; dan

3  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku PA dan PPK supaya
memproses potensi kelebthan pembayaran senilai Rp3,16 Miliar dan
diperhitungkan dalam termin pembayaran selanjutnya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kendari, 27 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
#lan Provinsi Sulawesi Tenggara
g Jawab Pemeriksaan,

%Efg :

yﬂT Ak., CFE., CA., CSFA, CFrA
ra Akuntan Nomor RNA-11771
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Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna, yang
texdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Pt'rubahm‘:aidu
Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas,dmlapmﬂﬂ?m'ubﬂlmﬂmmk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

: . o i
Pemeriniah Kabupaten Muna bertanggung jawab atas penyusunin @lmlm wajar laporan
mmmwlmkwmmmmhﬂimwmmmmeh

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opint

pemeriksaan BPK. BWMWWWSWPWMTI
NegmaSwndmtmebmmenglumﬂmBPKmmdﬂkndecﬁkBPK‘,mumakm
mﬂhkmkﬂnpanwikmmwmkmnpcmhhkcﬁkﬁmyangnmadmapﬂwhlmkﬂm@n
te:mbtﬂ.hﬂbasdaﬁkesa]ahanpmyqiiannmaial,

. pemeriksaan i ji i-bukti gka dan pengungkapan

i 1i ourjian ym'lgnwudu}u.mg,mgka-m_ :

ilﬁunlapomn Eﬁgﬂwmmmﬁmmm@w pl;;f:flmﬂll
pemeriksa, mmwﬂmﬁmhmmwimmmﬂ@mw_hwp w{z
fisehabl @kammmmmm
men'l;nﬁml:;mgkan pengendalian infern Yang relevan dengan penyusunan dan penyajian Wayat

i ini cktivitas
sesuai dengan kondisi L kan untuk fujuan menyatakan opini atas ef
BRI Pe::n;::fnhm Mung, Pemeriksaan ym!gdi‘hkﬁm'BPK_ jfnm;.z
ﬂgﬁfﬂai- ian in ebijokan ntansi ymgdlgwﬂkanch’n k‘:W‘if_I-al'm estrmﬂst- untanst
. uas'zzfikcmil Kﬂhﬂpﬂmﬂ hﬂUﬂﬂ,Sﬂﬂa EﬂﬂUEH atas pﬂ“ﬁﬂﬁﬁlhﬂxﬂaﬂ ngﬂgﬁn secar
dibuat oleh Pemerintah
keseluruhan.

S telah
BPK yakin bahwa bukfi pemeriksaan Yai&
menyatakan opini BPK.

dipmdehmahm@mmmgiﬁmmﬂf
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